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BAB III 

      PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis dampak 

penyalahgunaan Narkotika pada Anak Di Kota Medan dapat 

disimpulkan  

1. Bahwa penerapan Hukum Pidana  terhadap anak yang terlibat 

dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota 

Medan sudah berusaha secara optimal dilihat dari hasil data 

yang didapat terkait anak sebagai penyalahguna narkotika di 

Kota Medan serta berdasarkan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak yaitu mendapat perlindungan hukum 

dari penyidik dengan menjamin Hak-hak nya,  aturan berlaku, 

dan menjaga identitas sang anak dan melakukan pendekatan 

yang berbeda sesuai ketentuan yang ada. Kekurangannya dalam 

penangan kasus belum menggunakan upaya deversi 

2. Bahwa peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik 

Kepolisian, Kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional Kota 

Medan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan 

narkotika yang terjadi dikota Medan berkerja dengan sinergitas 

dengan saling berkerja sama dan menggunakan strategi khusus 

dan juga melakukan sosialisasi kepada anak dan masyarakat 

dalam bentuk seminar ataupun penyuluhan, mendirikan 

kampung anti narkoba dan tugas razia rutin. Dalam 

penanggulangan belum optimal perlu merancang pemikiran 

baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas penyalahgunaan 

narkotika.  
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B. SARAN 

Berdasarkan Kesimpulan Hasil Penelitian di atas Ini, perlu 

disampaikan sebagai berikut 

1. Disarankan agar pelaksanaan penerapan hukum Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA) selaku pelaku tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak sebaiknya memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak dengan menerapkan diversi 

dan keadilan restorative.  

2. Disarankan agar aparat penegak hukum dikota Medan yaitu 

kejaksaan, kepolisian serta BNN dalam upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika jangan hanya mengandalkan 

program pelaksanaan sosialisasi dan advokasi saja, BNN perlu 

merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam 

memberantas penyalahgunaan narkotika yang ada di daerah 

wilayah Kota Medan serta anak remaja kota medan bebas dari 

narkoba di masa depan 
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